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PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  :   a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum akan 

perubahan pengaturan pengelolaan keuangan berkaitan 

dengan penambahan satuan kerja dan struktur 

pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Arsip 

Nasional Republik Indonesia; 

b. bahwa peningkatan pelaksanaan anggaran berbasis 

kinerja oleh satuan kerja baru dapat dilakukan dengan 

mencabut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada 

Arsip Nasional Republik Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Negara   Arsip Nasional Republik Indonesia;  

 

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5533); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat  atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang  

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 
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Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 125       

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang  

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 253); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia          

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ARSIP NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

2. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya 

disingkat ANRI adalah Lembaga Pemerintah 

Nonkementerian yang meliputi satuan kerja ANRI Jakarta, 
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Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa 

Kearsipan dan Balai Arsip Statis Tsunami. 

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

ANRI. 

4. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah 

pejabat pemegang kewenangan Pengunaan Barang Milik 

Negara di ANRI. 

5. Kuasa Pengguna Anggaran  yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 

penggunaan anggaran pada Satuan Kerja.  

6. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya 

dengan sebaik-baiknya. 

7. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut 

nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut 

fungsi Bendahara Umum Negara. 

8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 

kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi 

Kuasa BUN. 

9. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah ANRI 

Jakarta, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat 

Jasa Kearsipan dan Balai Arsip Statis Tsunami. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan 

PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan 

yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 

11. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang 

selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian 

atas permintaan pembayaran dan menerbitkan  perintah 

pembayaran pada Satker. 
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12. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil ANRI 

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan  dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja 

Negara  dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker. 

13. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya 

disingkat BPP adalah pegawai negeri sipil ANRI yang 

ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu pada Satker.  

14. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

15. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 

Umum Negara, untuk menampung seluruh Penerimaan 

Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara. 

16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

17. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang 

berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana 

lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apa pun. 

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya baik yang berupa sumber daya manusia(personil), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber 

daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jasa. 

19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 
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